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BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

oa.

BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2105 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu
menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4682);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009
Nomor 19);

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22),;

10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah
satuan kerja yang menangani urusan teknis sesuai tugas pokok dan
fungsinya di lingkungan pemerintah Daerah.

Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan
koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
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Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul
karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk
periode 6 (enam) tahunan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
rencana kerja tahunan pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan
disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman teknis penggunaan Dana Desa merupakan acuan bagi
pemerintah Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan,
menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan Dana Desa yang diterima setiap Desa tahun 2016.

Uraian pedoman teknis penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 20




